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Langkah-langkah akhir tahun 2016

Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
pada 4 lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
di tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2016,maka
dengan ini diberitahukan bahwa total penyerapan anggaran Mahkamah Agung
per tanggal 7 November 2016 baru mencapai 78.61%, yaitu belanja pegawai
sebesar 85,18%, belanja barang sebesar 73,40% dan belanja modal sebesar
44,85%.

Mengingat sisa waktu yang tidak terlalu lama lagi, disisi lain tingkat
realisasi khususnya belanja modal masih rendah , diharapkan kepada para
Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 2
Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lamba tanggal 5 Desember 2016
- Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki
NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 9 desember 2016
- Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani
setelah tanggal 2 Desember 2016, dapat ditagihkan menggunakan SPM-LS
dengan Kode Sifat non kontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri
SPTJM, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016.
Apabila mengalami kendala dalam proses pembayaran agar segera
melakukan konsultasi dengan KPPN setempat serta pihak terkait lainnya, dan
segera melakukan tagihan atas kontrak yang telah jatuh tempo. Rendahnya
penyerapan anggaran akan berpengaruh pada kinerja Saudara dan re-evaluasi
pengalokasian belanja modal tahun anggaran 2018.
Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkanterimakasih.
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Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R

Para Direktur Jenderal di lingkungan Mahkamah Agung
Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan
Peradilan Seluruh Indonesia



